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Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan Isbat nikah di PA
Ujung Tanjung dengan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No.
14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan adanya Permohonan Isbat Nikah ke tingkat kasasi
dengan Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021, yang permohonan sebelumnya
permohonan Pemohon | dan Pemohon |1 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard) oleh pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Adapun pertimbangan
hukum Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Mahkamah Agung dalam
memutus perkara terdapat perbedaan pendapat, karena pada saat mendaftarkan
permohonan isbat nikah usia Pemohon Il masih belum memenuhi dari ketentuan
umur dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Disatu sisi juga Pemohon telah
menikah secara siri dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan
menurut ketentuan hukum Islam, berdasarkan KHI Pasal 7.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
analitis (analytical approach). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi
pustaka (library research) dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Kemudian, Teknik pengolahan data dengan editing,
sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertimbangan hukum hakim pada
Penetapan PA Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj hakim mengutamakan
asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak dapat diterima
permohonannya karena hakim berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah minimal 19 tahun. Dan pada tingkat
kasasi Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021 hakim mengedepankan asas keadilan
dalam pertimbangan hukumnya dengan menerima permohonan isbat nikah dan
mengadili sendiri serta membatalkan penetapan sebelumnya dengan alasan
perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai
dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum,
maka pemikahan tersebut patut diisbatkan.



